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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 

Provinsi Nusa tenggara Timur dapat disimpulkan :  

1.  Penatausahaan dalam hal pengelolaan aset tetap pada Dinas Pertanian 

Pertanian dan Ketahanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah berjalan 

sesuai dengan permendagri No 19 Tahun 2016. 

2. Pembukuan aset tetap pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi 

Nusa tenggara Timur belum terlaksana dengan baik sesuai dengan 

Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 

3. Inventarisasi aset tetap pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi 

Nusa tenggara Timur sudah telaksana dengan baik sesuai dengan 

Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.  

4. pelaporan aset tetap pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi 

Nusa tenggara Timur belum telaksana dengan optimal dan efektif sesuai 

dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.  

6.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat peneliti berikan adalah 

sebagai berikut: 

1.  Kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa tenggara 

Timur diharapkan agar setiap pegawai khususnya pada bidang aset Dinas 

Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk 
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meningkatkan kepedulian untuk pengurusan barang milik daerah atas 

tanah yang berada pada SKPD yang bersangkutan, hal ini berguna agar 

pegawai saling berkerja sama dan memiliki rasa kepedulian yang tinggi 

untuk sama-sama menjaga sera merawat tanah milik daerah agar tetap 

terjaga. 

2.  Kepada penelitian terdahulu karena penelitian ini sangat kualitatif bisa 

dipikirkan variable-variabel lain yang memungkinkan atau berpengaruh 

terhadap pengelolaan untuk diuji secara statistik atau berarah pada 

penelitian kuantitatif 
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